Menimbang

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022, penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang
RKPD Kabupaten dilakukan paling lama 1 (satu) minggu
setelah perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan
dan/atau paling lama minggu Pertama Bulan Juli Tahun
2021;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-
Undang (Lembar Negara Republik Indonesia 1959
Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10):




10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
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12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
15 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11  Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 tahun
2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati
Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.




MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L

2.

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda
Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah

Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.




Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal.

10. Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang

11

12

13.

(1)

(2)

(3)

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuatkebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana

kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari

RPJMD.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat:

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Prioritas pembangunan daerah;

c. Rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu
1 (satu) tahun.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program
prioritas nasional, provinsi dan dan memperhatikan
visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode
2017-2022.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisikan:

a.Babl Pendahuluan;
b.Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah

c. Bab Il Kerangka Ekonomi Daerah
Dan Keuangan Daerah;

. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan ~ Daerah;
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Bab VII Penutup.

m =0 Qo

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menjadi:

a. Landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan RAPBD Tahun 2022;

b. Pedoman penyempurnaan Renja Perangkat Daerah; dan

c. Bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun 2022, untuk memastikan
APBD Tahun 2022 telah disusun berlandaskan
RKPD Tahun 2022.

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,

seperti:

a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program

dan kegiatan prioritas daerah;



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003
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